
 
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH 

NOMOR  14  TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA  
LANGSUNG DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  

KOTA BANDA ACEH   
 

WALIKOTA BANDA ACEH, 
 
Menimbang : a.  bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh merupakan dasar 

pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun harus dilaksanakan 
secara efektif, efisien dengan prinsip transparan, akuntabel dan responsif; 

b.  bahwa sebagai acuan dan kelancaran proses pelaksanaan Belanja Langsung 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh, dipandang 
perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung 
dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b 
di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Walikota; 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun (Drt) 1956 tentang Pembentukan Daerah 

Otonom dan Kota-kota Besar  dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan  Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 



9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotamadya  Daerah Tingkat II Banda Aceh(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3247); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 
Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3957); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang 
Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah;  

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan 
Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;  

19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 
Nomor 03); 

 
 

M E M U T U S K A N  : 
 

Menetapkan  :  PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG DAN PENGADAAN 
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.   

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh.  
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya dapat 

disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda 
Aceh. 



6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat 
SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Banda Aceh. 

7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya dapat disingkat 
DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan 
pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran 
oleh pengguna anggaran. 

8. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 
SKPD/Unit Kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 
program tersebut dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan 
sumber daya berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 
sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 
keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa pada jangka waktu tertentu 
dalam batas anggaran yang tersedia. 

9. Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah adalah kegiatan 
pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBD, baik yang 
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.  

10. Paket Pekerjaan adalah kumpulan/rangkaian kegiatan terukur yang 
akan memberikan keluaran (output) berupa barang atau jasa dengan 
fungsi tertentu, dilakukan pada kurun waktu dan lokasi tertentu yang 
merupakan penunjang berjalannya kegiatan. 

11. Pengguna Anggaran selaku Penanggung Jawab Anggaran yang 
selanjutnya dapat disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD 
yang dipimpinnya. 

12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran di lingkup 
SKPD yang dipimpinnya dalam rangka melaksanakan sebagian tugas 
dan fungsi SKPD. 

13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya dapat disingkat 
PPTK adalah pejabat di lingkup SKPD atau Unit Kerja yang 
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai 
dengan bidang tugasnya. 

14. Pengguna Barang/jasa adalah Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran yang memegang kewenangan dan 
bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengadaan dan penggunaan 
barang/jasa dalam rangka melaksanakan sebagian tugas dan fungsi 
SKPD serta menjalankan kegiatan dari suatu program sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

15. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Kepala SKPD/Unit 
Kerja dengan Surat Perintah untuk melaksanakan pemilihan penyedia 
barang/jasa. 

16. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Kepala 
SKPD/Unit Kerja dengan Surat Perintah untuk melaksanakan pemilihan 
penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah). 

17. Unit Layanan Pengadaan adalah unit layanan pengadaan barang/jasa 
yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan proses 
pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.  

18. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya dapat disingkat KAK adalah 
Petunjuk Teknis yang akan dilaksanakan oleh PA/KPA dalam 
melaksanakan pekerjaan sesuai beban kerja yang menjadi tanggung 
jawabnya. 

19. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 
yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.  

20. Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan 
penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan 
pekerjaan. 

21. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi 
bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang 
spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran. 
 



22. Jasa Pemborongan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi 
bangunan atau bentuk/wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan 
spesifikasinya ditetapkan PA/KPA dan proses serta pelaksanaannya 
diawasi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 

23. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam 
berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa 
pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam 
rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk non 
fisik tidak terkecuali pembuatan sistem, piranti lunak, draft kebijakan 
dan lainnya yang disusun secara sistematis berdasarkan KAK yang 
ditetapkan PA;  

24. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan atau penyediaan jasa selain 
jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang. 

25. Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan oleh 
panitia/pejabat pengadaan sebagai pedoman dalam proses pembuatan 
dan penyampaian penawaran oleh calon penyedia barang/jasa serta 
pedoman evaluasi penawaran oleh panitia/pejabat pengadaan. 

26. Kontrak adalah perikatan antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna 
Anggaran dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa.  

27. Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat 
yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.  

28. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank  
umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia 
barang/jasa kepada PA/KPA untuk menjamin terpenuhinya 
persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa. 

29. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin 
agar pelaksanaan Belanja Daerah berjalan secara efisien dan efektif  
sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku; 

30. Pemeriksaan pelaksanaan anggaran adalah proses pengindentifikasian 
masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, 
obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk 
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi 
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

31. Serah Terima Pertama adalah batas waktu penyelesaian pekerjaan 
yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa yang tertuang dalam 
kontrak. 

32. Sertifikat Nasional Keahlian Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 
adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan 
profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan 
persyaratan seseorang untuk diangkat sebagai panitia/pejabat 
pengadaan. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
  

(1) Tujuan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran belanja 
langsung dan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:  
a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah yang dananya bersumber dari APBN dan APBK; dan 
b. untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari pelaksanaan belanja 

daerah yang dibiayai sebahagian atau seluruhnya dari APBK sesuai 
dengan rencana dan tolak ukur kinerja yang ditetapkan. 

(2) Petunjuk teknis pelaksanaan anggaran belanja langsung dan 
pengadaan barang/jasa pemerintah bermaksud untuk mengatur 
pelaksanaan dan pengendalian belanja daerah yang sebahagian atau 
seluruhnya didanai oleh APBK. 

 
 



BAB III 
PETUNJUK TEKNIS 

 
Pasal 3 

 
Petunjuk teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung dan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Kota Banda Aceh lebih lanjut tercantum dalam 
lampiran peraturan ini.  

 
Pasal 4 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang 
tidak tarpisahkan dalam peraturan ini.  

 
Pasal 5 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dalam 
lingkungan Pemerintah Kota harus berpedoman pada peraturan Walikota 
ini.  

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, tetap mempedomani peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 7 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Banda Aceh.  

 
 

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal  23 Juli     2008 M  
                       20 Rajab 1429 H 

 

                                                                                             WALIKOTA BANDA ACEH 
 
                            DTO 
 

                                                                                                  MAWARDY NURDIN 

Di undangkan di Kota Banda Aceh 
Pada tanggal   23   Juli   2008 M 
                          20 Rajab 1429 H 

 
 SEKRETARIS DAERAH KOTA  

 
                      DTO 
 
           T. SAIFUDDIN, TA 
 
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2008 NOMOR 14 


